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KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga
kami dapat menyelesaikan standar pelayanan ini dengan tepat waktu, Tanpa pertolongan-
Nya tentunya kami tidsk akan sanggup untuk menyelesaikan standar pelayanan ini
dengan baik. Shalawal serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta
kita yaitu Nabi Muhammad SAW vang kita nantikan syafa’atnya di akhirat,

Tidak lupa, kami mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat
sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga kami mampu untuk
menyelesaikan pembuatan standar pelayanan untuk meningkatkan pelayanan Pengadilan
bagi pencari keadilan dan masyarakat, juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat
kepada lembaga peradilan sehingga terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung,

Kami tentu menyadari bahwa standar pelayanan ini masih jauh dari kata
sempurna dan masih banyak terdapat kesalshan sena kekurangan di dalamnya, Untuk itu,
kami mengharapkan kritik serta saran dari pembaca, supaya Standara Pelayanan ini
nantinya dapat menjadi lebih baik lagi,

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pibak vaitu khususnya kepada
Bapak Bombongan Silaban, SH.L.LM, selaku Ketua Pengadiln Negeri Palembang
[bu Erma Suharti, SH.,MH selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang dan [bu Sri
Prih Utami, SH.MH selaku Paniters Pengadilan Negeri Palembang yang telah
membimbing dan membantu dalam pembuatan standar pelayanan ini .

Palembang, 10 Januari 2020

Penyusun
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STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN PHI
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS |IA KHUSUS

1. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN GUGATAN
A, TUJUAN

1. Meningkatkan kualtas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan

masyarakat;

2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.
B. MAKSUD

1.

Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Palembang Kelas 1A Khusus kepada masyarakat untuk memberikan
pelayanan yang berkualitas;

Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna
pelayanan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang
Kelas IA Khusus;

Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai  kualitas pelayanan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A
Khusus;

Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Palembang Kelas I1A Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan,

C. DEFINISI
Pendaftaran Gugatan adalah pendaftaran yang melalui prosas dan telah memenuhi
persyaratan sehingga tercatat dalam register sampai bukti register tersebut
diberikan kepada Penggugat/Kuasa Penggugat.

D. RUANG LINGKUP
Standar Pelayanan Pengadilan ini digunakan untuk kelancaran proses standar
pelayanan Pengadilan Neger Palembang Kelas 1A Khusus.

E. DASAR HUKUM

1.
2.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Panyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial;

3. Undang Undang no 14 Tahun 2008 fentang Keterbukaan Informasi Publik:
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:



Ia.

J.

K.

L,

5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 fentang Kekuasaan Kehakiman;

6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Keduz atas Undang
Undang Nomor 2 tahun 1288 tentang Peradilan Umum:

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 1-144/KMA/SKNI2011 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

8, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 026/KMA/SKNI/2012 Tanggal 9
Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl
Nomor 15 Tahun 2014 tenfang Standar Pelayanan;

10.Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJUISK/MHMO02.3/2/2018 tentang pedoman
standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negen. Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2010 tentang
Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/0JUISK/IHMO2 3/2/2018
lentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

. PRODUK PELAYANAN

Nomor Perkara Gugatan.

. SARANA PRASARANA

Frinter, Komputer dan Jaringan.

KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar

Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus,

PENANGGUNG JAWAR

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.

KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur vang

telah ditetapkan.

JANGKA WAKTU

Selama 1 jam terhitung sejak berkas lkengkap.

SYARAT-SYARAT

1. Dokumen Gugatan minimal rangkap 7 (tujuh) dan CD Gugatan

2. Surat Kuasa apabila ada kuasanya, beserta BAP Sumpah Advokat serta
dentitasnya kuasa, dan jika kuasanya berasal dari Serikal Buruh/Serikat
Pekerja wajib manyerahkan Surat Keputusan Kepengurusan zerta Kariu Tanda
Anggota Serikat Buruh/Serikat Pekerja.



M. BIAYA ATAU TARIF
Jenis Gugatan Pengadilan Hubungan Industrizl
1. Gugatan yang nilai gugatan besarannya di bawah Rp.150.000.000,00 (seratus
lima puluh juta rupiah) ditanggung aleh MNegara dan sedangkan:
2. Gugatan yang nilai gugatan besaran diatas Rp.150.000.000,00 (seratus lima
puluh juta rupiah) dibayar oleh pemohon pendaftaran.

Ne Jenis Blaya Jumilah

1 Pendaftaran Rp 50.000,00

2 ATH Rp.50.000.00

3 PNBP Relas Rp 10.000,00

4 Redaksi Putusan Rp 10.000,00

§ Materai Rp 6.000,00

& Panggilan Menyesusikan jumiah dan dengan radius panggiten (terlampir)




N. ALUR PELAYANAN

PENDAFTARAN GUGATAN

Petugas PTSF menerima Penpgugatfhussanys dengan 35
Beember! Rormar 1engan dua didepan dan moryatskan sefamat

Diarang

!

Petugss PTP menanyskan keperfuan FergRugat/ouE sara
“adla yang bisa kaml banqu?~

i

Pebugas FTSP memerksa pormabanan dan mesyerksa
kelunighkapan persyaraan sesusi nilal Gapstannys dan ddenttas-
Idenciasma,

¥

Petugas FTSP resyerahban berkas dan kedongkanan Gugatan
tersebut kepads Paniters BMuds PHI sk digekfdiperike
Persyaratan serta nial pugetarcya dan identilas-identhzonys lagl

:

Fatuges Laslr membuatkan shp pemsdiayaran pendafLaran Mk nilai
Eugataneya distas Rp 150 juta ke Bank

l

Bukti slip pembayarsn darl bank ditunjukian kepads potugas PTIF
dan dibuatian SELM

l

Petugas PFTEP mombubashkan cap geadafaran dan memberiicn
Ramor Register dan tanggal perscaftaran Gugatan, dam 1 {istu] sme
Gugetan dan SKUM sslinya jlka nilai gugatan digtes Rp. 150 juta
dizerahian kepada Peegupat/msanya

l

Labki Peungds FTSP mavwainpaikan kopads Pengugat Eussanys enbuk
menunggu panggTan sidang

SELESAI




2. STANDAR PELAYANAN AKTA PERNYATAAN PERMOHONAN KASASI PHI
A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadidan bagi pencari keadilan dan
masyarakat;

2. Meningkatkan kepercayasn masyarakal kepada lembaga peradilan:

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Neger Palembang Kelas 1A Khusus kepada masyarakal untuk memberikan
pelayanan yang berkualitas:

2. Sebagai informasi bagi masvarakat akan hak-haknya sebagai pengguna
pelayanan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang
Kelas I1A Khusus;

3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam  menila kualitas pelayanan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 14
Khusus;

4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan MNegeri
Falembang Kelas 1A Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Akta Permohonan Pernyataan Kasasi dj Kepaniteraan Pengadilan Hubungan

Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus adalah pendaftaran

upaya hukum kasasi yang melalui proses dan telah memenuhi persyaratan

sehingga tercatat dalam register hingga bukti register tersebut diberikan kepada
Pemohon KasasilKuasanya dalam bentuk Akta Fernyataan Kasasi.
D. RUANG LINGKUP

Standar Pelayanan Pengadilan ini digunakan untuk kelancaran proses standar

pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.
E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 lentang Panyelesasian Perselisihan
Hubungan Industrial
Undang Undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infarmasi Publik;
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik:
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2002 tentang Kekuasaan Kehakiman:
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang
Undang Nomeor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMAISK/I2011 tentang

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan:

I



8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 026/KMASK/ANZ012 Tanggal 9
Februari 2012 tentang Standar Pslayanan Paradilan:

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;

10. Keputusan Dirjen Badilum MNomor FHDJUW/SKIHMO2.3/2/2018 tentang pedoman
slandar Felayanan Terpadu Satu Pintu (PT3P) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan MNegeri. Jo. Nomor 3238/DJU/SK/HMOZ 3/1 112019  tentang
Perubahan Surat Keputusan Diren Badilum Nomar TTHDJUISKIHMOZ 37212018
tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggl dan Pengadilan Negeri,

. PRODUK PELAYANAN

Akta Pernyataan Kasasi

. SARANA PRASARANA

Printer, Komputer dan jaringan,

. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar

Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.

PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.

. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Fengadilan yang sesuai dengan prosadur yang

telah ditetapkan.

. JANGKA WAKTU

Selama 1 jam terhitung sejak berkas iengkap.

SYARAT-SYARAT

. Surat Kuaza apabila ada kuasanya, beserta BAP Sumpah Advokat serta
idenfitasnya kuasa, dan jika kuasanya berasal dari Serikat Buruh/Serikat
Pekerja wajib menyerahkan Surat Kepulusan Kepengurusan serta Karty Tanda
Anggota Serikat Buruh/Serikat Pekerja,

2. Relaas pemberitahuan putusan jika tidak hadir dalam putusan akhir.



M. BIAYA ATAU TARIF

No Jenis Biaya Jumlah

1 Pendaftaran Rp S0.000.00

2  Biaya Kasasi Rp 300.000,00

3 PNEP Relas Rp 10.000,00

4  Pemberkasan & Kiim Rp 150.000.00

5  Materai Rp 6.000,00

6  Pangailan Menyesuaikan jumiah dan dengan radius panggilan
(terlampir)

T  Pencatatan Rp. 5.000,00

N. ALUR PELAYANAN

I R NS T

PENDAFTARAN PERMOHONAN KASASI
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3. STANDAR PELAYANAN PENYERAHAN MEMORI KASASI PHI
A. TUJUAN

g

Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
masyarakat.

2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan
B. MAKSUD

1.

Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Palembang Kelas |A Khusus kepada masyarakat untuk memberikan
pelayanan yang berkualitas.

Sebagai informasi bagi masyarskat akan hak-haknya sebagai pengguna
pelayanan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang
Kelas 1A Khusus,

Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai  kualtas pelayanan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA
Khusus.

Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan.

DEFINISI

Penyerahan Memori Kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Neger Palembang Kelas |A Khusus adalah bagian dari proses upaya
hukum kasasi yaitu menyerahkan memori kasasi paling lambat 14 har setelah
pernyataan permohonan kasasi |, bukti penyerahan memori kasasi lersebut diberikan
kepada Pemohon Kasasif/Kuasanya dalam bantuk Tanda Terima Memeri Kasasi
RUANG LINGKUP

Standar Pelayanan Pengadilan ini digunakan untuk kelancaran proses standar
pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus,

DASAR HUKUM

¥,
2.

L

Undang-undang Nomaor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeraan;
Undang-undang Momor 2 Tahun 2004 tentang Panyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial;

Undang Undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
Undang-undang Momor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang
Undang Nomor 2 tahun 1586 tentang Peradilan Umum:

Keputusan Ketua Mahkemah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SKIN2011 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;



I-r

HI-

L.

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 026/KMA/SKII2012 Tanggal 9
Februar 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan:

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;

10. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJUSK/HMO2.3/2/2018 tentang pedoman
standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri. Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HMOZ 3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJUISKIHMO2Z 3/2/2018
tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

PRODUK PELAYANAN

Tanda Terima Memori Kasasi.

. SARANA PRASARANA

Printer, Komputer dan Jaringan

. KOMPETENSI| PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar

Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.

PENANGGUNG JAWAB

Fanitera Pengadilan Negeri Palembang Kalas 1A Khusus.

KRITERIA FENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang

telah ditetapkan.

JANGKA WAKTU

Selama satu hari kerja terhitung sejak berkas lengkap.

SYARAT-SYARAT

I Melampirkan Akta Permohonan Kasasi serta Surat Kuasa Pendaftaran
Permohonan Kasasi.



M. ALUR PELAYANAN

——-—-—-—-—_-_.u_.____._._,_—_________

PENYERAHAN MEMORI KASASI

Petzgas FTIF mensrima Pemonony/kuasanya dengan 3 5
Wiemberi hormat tsagan dua didepan dan menyatakan selamal
datang.

v

Petugas PTEP menaryskan kegeruan Pessahonytuasanya
“adayang bies kaml bantu ¥

|

Petugas PTSF marmitikss dobumen sosusi permahanan Kasasings

.

Petugas FTSP manyershban berkas Mosnr Kaiasl borsohur ke pada

Panitera Muda PHI untuk dicek"diperdsa parsyaratan sosual
permebonannys din Mentitas-identisaseys lag)

¥

Petugas PTSP membiubuhkas cap dam mamberikan surst Skes Tanda
Tesimis Memori Kasasi bepida Pemohon Easeifiuasny

SELESA




4. STANDAR PELAYANAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI KASASI
A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencar keadilan dan
masyarakat;

2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Hubungan Industrial pada FPengadilan
Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan
pelayanan yang berkualitas:

2. Sebagai informasi bagi masyarskat akan hak-haknya sebagai pengguna
pelayanan Pengadilan Hubungan Indusirial pada Pengadilan Negeri Palembang
Kelas 1A Khusus;

4. Sebagai pedoman bagi masyarakal dalam menilai kualitas pelayanan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A
Khusus:;

4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Falembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Penyerahan Kontra Memori Kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Hubungsn Industrial

pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus adalah bagian dari prosas

upaya hukum kasasi yaitu menyerahkan kentra terhadap memori kasasi paling
lambat 14 hari setelah memori kasasi diberitahukan kepada Termohon Kasasi, bukti
penyerahan kontra memori kasasi tersebut  diberikan kepada termochon
Kasasi/Kuasanya dalam bertuk Tanda Terima Kontra Memori Kasasi
D. RUANG LINGKUP

Standar Pelayanan Pengadilan ini digunakan untuk kelancaran proses standar

pelayanan Pengadilan Neger Palembang Kelas 1A Khusus.
E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomer 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Undang-undang Momor 2 Tahun 2004 tentang Panyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial;
Undang Undang no 14 Tahun 2008 lentang Keterbukaan Informasi Publil;
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Ke hakiman;
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang
Undang Nomer 2 tahun 1886 tentang Peradilan Umum;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Momor 1-144/KMAJSKI2011 tentang

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

ot oA W



L.

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 026/KMASKII2012 Tanggal 8
Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan:

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Megara dan Reformasi Birokrasi Ri
MNomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;

10. Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJUISK/HMO2.3/2/2018 tentang pedoman
standar Pelayanan Terpadu Salu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri. Jo. Nomor 3239/DJUISKIHMOZ. 374 112018  tentang
Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Momor 77/DJUISK/IHMOZ 3/2/2018
tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (FTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri:

PRODUK PELAYANAN

Tanda Terima Kontra Memori Kasasi.

- SARANA PRASARANA

Printer, Komputer dan Jaringan

. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoparasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar
Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.

PENANGGUNG JAWAB

Paritera Pengadilan Negeri Palembang Kelas |14 Khusus,

KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan.

. JANGKA WAKTU

Selama 1 jam terhitung sejak berkas lengkap.

SYARAT-SYARAT

I. Surat Kuasa apabila ada kuasanya, beserta BAF Sumpah Advokal serts
ideniitasnya kuasa, dan jika kuasanya berasal dari Serikat Buruh/Serikat
Pekerja wajib menyerahkan Surat Kepulusan Kepengurusan serta Kartu Tanda
Anggota Serikat Buruh/Serikat Pekerja

2. Relaas Pamberitahuan Pemnyataan Kasasi dan Penyerahan Memori Kasasi,

3. Softcopy Kontra Memori Kasasi,



M. ALUR PELAYANAN

-—-——u——_.__________m___________

PENYERAHAN KONTRA MEMORI KASASI

Fetugas PTSP mersriva termohos/usasinga dengan 3 5
Memben hormat tangan ciea didepan dan sasnyatakan selamar
datar,

¥

Pelugas FTEP menarygakan keperfuan benmahonytustanya
“adayang biga kaml bandu?

.

Petugas FTER memerikia dokumen kontra memand kasas

-

Patuges PTEF menyesabkan berkas dan kelgngkapan Kontra
Mecnari Katasl seroabit kegacy Panlcora Muds BHI itk
dicekteperiksa parsparatan das dantites-idort asnys lagi

:

Petugas PTEF membubuhban cap oendaftaras dim membenkan
Bzl berupa Akes Tands Terima Eentra Meman Kasasl, dan
diwrahkan kepads Pemchen Kases nsasarys

B

SELESAL




5. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PERJANJIAN BERSAMA
A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
masyarakat:

2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Palembang Kelas 1A Khusus kepada masyarakal untuk memberikan
pelayanan yang berkualitas:

2, Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna
pelayanan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang
Kelas |A Khusus;

3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai  kualitas pedayanan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A
Khusus;

4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Falembang Kelas 1A Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Pendaftaran Perjanjian Bersama adalah penerimaan para pihak untuk mendaftarkan

perjanjian yang telah mencapai kesepakatan penyelesaian yang dilakukan dalam

wilayah pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Megeri Palembang kelas
IA Khusus , pendaftaran perjanjian bersama dibuat dalam bentuk Akta Pendaftaran
Perjanjian Bersama.
D. RUANG LINGKUP

Standar Pelayanan Pengadilan ini digunakan untuk kelancaran proses standar

pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus s.
E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Panyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial;
Undang Undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Fublik;
Undang-undang Momor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman;
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 20098 tentang Perubahan Kedua atas Undang
Undang Momor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum:
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 1-144/KMAISKI2011 tenta ng

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan:

LU



Ma.

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SKINZ012 Tanggal 9
Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan:

3. Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rl
Nomor 15 Tahun 2014 tenfang Standar Pelayanan,

10. Keputusan Dirfjen Badilum Nomor 77/DJUISKIHMO2.3/2/2018 tentang pedoman
standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Neger. Jo. Nomor 3239/DJUISK/HMOZ.3/11/2010 tentang
Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Momor 77/DJUISKIHMOZ. 3/2/2018
tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTEP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri:

- PRODUK PELAYANAN

Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama

. SARANA PRASARANA

Printer, Komputer dan Jaringan

KOMPETENS| PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar
Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas |1A Khusus,

PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus,

KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan.

JANGKA WAKTU

Selama 1 Jam terhitung sejak berkas lengkap.

SYARAT-SYARAT

1. Surat Pemohonan Pandeaftaran.

2. Perjanjian Bersama asli dan Folocopy

3. Bukli Bayar'pembayaran pesangon

4. Surat Kuasa Pemohon

BIAYA ATAU TARIF

No Jenis Biaya Jumiah

1
2

Fendaftaran RpO
PNBP Rp 10.000,00




N. ALUR PELAYANAN

%‘_._".—'-—_J—'_'-—‘-_'-—__‘“
PERJANIIAN BERSAMA

Petugas PTAP rmenerima pemohonficazanya dungan 3%
Memberl harmat tangan dua didepan dan memanakan ielamat
defang.

v

Petugas PTSP meranyakan keperluan pemasan
"l vang hica kami hantu

'

Petugas PTSF memeriksa permaohonan dan memarkss persyaratan
permohanan pondaltaran Perjangan Barsama dan identitas-

kEenntasnya

Petugss FFSF monperabian beras dan kelengkapan permohanan
hebas perkara terschut bepada Pasitors Muds PHE untuk
dizek/dinerka parsyaratan bk diproses.,

Lalu Feaugas ¥ T3# menycrahisan kpeda Lk BipartE (ersebut
Romal dengan bubti penerimaan PREF

L

SELEZA|




6. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN EKSKUSI
A. TUJUAN

1.

Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
masyarakat;

2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.
B. MAKSUD

1.

Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Megeri Palembang Kelas 1A Khusus kepada masyarakat untuk memberikan
pelayanan yang barkualitas:

Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna
pelayanan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang
Kelas 1A Khusus;

Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam  manilai kualitas pelayanan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A
Khusus;

Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Falembang Kelas |1A Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan,

DEFINISI

Permohonan Ekskusi adalah peneriman permohonan untuk menjalankan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (res judicata / inkracht van
gewijsde) yang bersifat penghukuman (condemnatoir) dan memenuhi persyaratan
sehingga tercatat dalam register Permohonan Ekskusi,

RUANG LINGKUP

Standar Pelayanan Pengadilan ini digunakan untuk kelancaran proses standar
pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.

DASAR HUKUM

1.
2.

LR

Undang-undang Nemor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Panyelesaian Parselisihan
Hubungan Industrial;

Undang Undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
Undang-undang NMomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang
Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SKII/2011 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan:

. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 026/KMAJSKNI/2012 Tanggal 9

Februan 2012 tertang Standar Pelayanan Peradilan;



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ri
Momer 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan:

10.Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJUISK/HMO2.3/2/2018 tentang pedoman
standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggl dan
Pengadilan Negeri. Jo  Neomor 3239/DJU/SKIHMOZ.3/11/2010 tentang
Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/0JUISKIHMO2 3/2/2018
tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

11.RBg yang mengatur cara menjalankan putusan pengadilan atau disebut
eksekusi.

12.Peraturan Menteri Keuangan Republk Indonesia Momor 27/PMK.08/2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

13. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH . Perdata).

. PRODUK PELAYANAN

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus,

. SARANA PRASARANA

Printer, Komputer dan Jaringan

- KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar

Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.

PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palemba ng Kelas |1A Khusus.

. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang

telah ditetapkan.

. JANGKA WAKTU

Selama 2 jam terhitung sejak berkas lengkap.

. SYARAT-SYARAT

I.  Surat Pemohonan Eksekusi beserta

2. salinan putusan yang dimohonkan eksekusi yang telah dilegalisir:
3. Copy Kartu Identitas Pemohon:
4. Surat Kuasa apabila ada kuasanya, bDeserta BAP Sumpah Advokat seria

identitasnya kuasa, dan jika kuasanya berasal dari Serkat Buruh/Ser! kat
Pekerja wajib menyerahkan Surat Keputusan Kepengurusan serta Kartu Tanda
Anggota Serikat Buruh/Serikat Pekerja;

5. Relaas pemberitahuan putusan kepada para pihak;

6. Surat-surat lain terkait (apabila ada).



M. BIAYA ATAU TARIF

panjar  biaya teguran/peringatan unfuk putusan yang nilainya diatas
Rp.150.000.000 - (seratus lima puluh juta rupiah)
No. URAIAN BIAYA KET
1. | Biaya Meterai Penatapan Rp. 6000- Biaya
—2 Biaya relaas panggilan Pemohon 2x @ o —— panggilan |
Rp.60.000 - SrKan
N  Biaya relaas panggilan Termohon 3x @ e ;f:disasuaikan
Rp.60.000,- ' l::lengan para
Biaya PNBP (huruf 1.D.1, huruf a,b,c dan d ihak yang
FFP Nomor 5 Tahun 2019), yaitu ; Epanggil dan
a) Pendaftaran Permohonan Eksekusi kan
Rp.10.000,- diperhitungkary
4, Rp. 50.000,- £
b) Penetapan Teguran Rp.10.000.- esusl radius,
c) Relaas panggilan Kepada Pemchon pabila ada
dan Termohon Rp.20.000 - kekurangan
d) Berita Acara Teguran Rp.10.000, - 'I kan ditambah
leh Pemohon
an bila ada
kelebihan
Jumlah Rp. 356.000,- =akan
ikembalikan
epada
Hemohon
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PERMOHONAN EKSEKLISI

Pelsgas FTEP menerima Pemohan/kissmyadengan 3 5
We=mberi oomad tingan dud didepsn dan menyatakan wlama)

datang

'

Fetugas FTER wenavpiban ko parluen Pemehanfouasanya
“ada yang b ki hanu

ki

PaLupgas FTSP mermeiksa permohonan dan msmerss persyeratan
permohanas Eksbus!

Fatugics PSR menyerahban bubti tanda tenma pemohoman
ehatys kepada pemnhcn,

SELESAI




7. STANDAR PELAYANAN PERSIDANGAN PERKARA PHI
A. TUJUAN

1.

2.

Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
masyarakal.
Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

B. MAKSUD

1

sebagal bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas 18 Khusus
kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang barkuaiitas.

Z. Sebagal informasi bagi masyarakat akan hak-haknys sebagai pengguna
pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas 14 Khusus.
3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai  kualilas pelayanan
Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus.
4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Neger Palembang Kelas 1A Khusus dalam
penyslenggaraan pelayanan.
. DEFINISI

Pelayanan persidangan adalah penerimaan pihak yang bérperkara  dalam

pelaksanaan persidangan tepat waktu dan apabila tidak tepat waktu harus dilakukan

pangumuman/pemberitahuan keterlambatan

D. RUANG LINGKUP
Standar Pelayanan Pengadilan ini digunakan uniuk kelancaran proses standard
pelayanan Pengadilan Negen Palembang Kelas 1A Khusus.

E. DASAR HUKUM

1.
2.

o ;s ow

Undang-undang Momor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjazn:
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Panyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial;

Undang Undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:
Undang-undang Nemor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang
Undang Nomaor 2 tahun 1988 tentang Peradilan Umum:

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Momor 1-144/KMA/SK/Z011 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 028/KMA/SKAIZ012 Tanggal 8

Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan:

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birckrasi Bl

Nomeor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan:



10.Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJUSK/HMO02.3/2/2018 tentang pedoman

standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan  Negerl. Jo. Nomor 3238/DJWSKMMOZ 3/11/2019  tentang
Perubahan Surat Keputusan Dijen Badilum Nomor 77/DJU/SKMHMO2 3/2/2018
tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
FPengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

. PRODUK PELAYANAN

Informasi Jadwal Sidang

. SARANA PRASARANA

Komputer Printer dan Jaringan

. KOMPETENS| PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoprasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar
Felayanan PengadilaN MNegeri Palembang Kelas 1A Khusus.

PENANGGUNG JAWAB

Fanitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus

. KRITERIA FENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesual dengan prosedur yang
telah ditstapkan

. JANGKA WAKTU

13 Menit

. SYARAT-SYARAT

1.Kip

Z.Relaas Panggilan

4 Laporan secara lisan kesiapan sidang

. BIAY A ATAU TARIF

NIHIL
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STANDAR PELAYANAN PERSIDANGAN

Paugas PTER menerima pamahsn denpgan 15
R mberi hormat tangan dua Sdeasn dan menyatakan wlenal
arans
W
Petugan PTES menanyaban keperfuan pars phak l
“wela ying hits k=ml bBaniu |

i

Petuigas PEEP memeikia denlitas paia phak des pdwal sidang
pack SIPp

.

Pensgas PTSP memberikan mfarmosh mengenal izdwal sidang
perkard kepada pam pihak

v

SO e

Palembang, 3 Januar 2020
Ketua Pengadilan Neger| Palembang
Kelas |A Khusus

(treaflin

Bongbongan Silaban SH. LLM
NIP. 196812251992121001



